


 

NOTA KESEPAKATAN TA 2026

NO JUDUL KERJA SAMA PIHAK KERJA SAMA
TANGGAL 

PENANDATANGANAN

JANGKA 

WAKTU
KET.

1

Sinergi pelaksanaan program 

penurunan emisi gas rumah 

kaca sektor kehutanan dan 

penggunaan lahan dalam 

kerangka forest carbon 

partnership facility-carbon fund 

(FCPF-carbon fund) di Prov. 

Kaltim

- Kementerian Kehutanan

- Kementerian Lingkungan 

Hidup/Badan Pengendalian 

Lingkungan Hidup

- Pemprov Kaltim

- Badan Pengelola Dana Lingkungan 

Hidup

01/07/2026 5 Tahun



 

PERJANJIAN KERJA SAMA TA 2026

NO JUDUL KERJA SAMA PIHAK KERJA SAMA KSAP/BUSW TANGGAL PENANDATANGANAN
JANGKA 

WAKTU
KET.

1
Transformasi sampah menjadi energi listrik 

dalam pengelolaan lingkungan hidup 

-OIKN

-Pemprov Kaltim

-Pemkot Balikpapan

-Pemkab Kukar

KSAP 10/04/2026
5 Tahun

2
Penyelenggaraan program dokter spesialis bagi 

dokter utusan khusus

-Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

- Pemprov Kaltim
KSAP 15/04/2026

5 Tahun

3
Penyelenggaraan pengolahan sampah menjadi 

energi listrik (PSEL) di wilayah Balikpapan Raya

- Pemprov Kaltim

- OIKN

- Pemkot Balikpapan

- Pemkab Kukar

KSAP 10/04/2026
5 Tahun

4

Penyediaan dan pemenuhan kebutuhan bahan 

baku sampah untuk pengolahan sampah 

menjadi energi listrik (PSEL) di Kota Samarinda

- Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim

- Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

- Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kukar

KSAP 10/04/2026
5 Tahun

5
Pencegahan pengguna narkotika, psikotropika, 

dan zat adiktif lainnya di wilayah prov. kaltim

- Pemprov Kaltim

- Kepolisian Daerah Kaltim
KSAP 03/06/2026 4 Tahun

6

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam 

rangka peningkatan kualitas sumber daya 

manusia, kebijakan publik dan pelayanan publik 

pemprov Kaltim

- Balitbangda Prov. Kaltim

- Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman
KSAP 10/02/2026

5 Tahun

7
Penyelenggaraan pelatihan dan uji kompetensi 

Aparatur Sipil Negara 

- BPSDM Prov. Kaltim

- BKPSDM Kab. Berau 
KSAP 02/01/2026 1 Tahun

8
Penyelenggaraan pelatihan dan uji kompetensi 

Aparatur Sipil Negara 

- BPSDM Prov. Kaltim

- BKPSDM Kab. Kubar
KSAP 02/01/2026 1 Tahun

9
Penyelenggaraan pelatihan dan uji kompetensi 

Aparatur Sipil Negara 

- BPSDM Prov. Kaltim

- BKPSDM Kab. Kutim 
KSAP 02/01/2026 1 Tahun

10
Penyelenggaraan pelatihan dan uji kompetensi 

Aparatur Sipil Negara 

- BPSDM Prov. Kaltim

- BKPSDM Kab. Paser 
KSAP 02/01/2026 1 Tahun

11
Penyelenggaraan pelatihan dan uji kompetensi 

Aparatur Sipil Negara 

- BPSDM Prov. Kaltim

- BKPSDM Kab. PPU
KSAP 02/01/2026 1 Tahun

12

Optimalisasi pelaksanaan program jaminan 

sosial ketenagakerjaan di lingkungan Provinsi 

Kalimantan Timur

- Disnakertrans Prov. Kaltim

- BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Samarinda
KSAP 24/06/2026 3 Tahun

13

Optimalisasi pelaksanaan program jaminan 

sosial ketenagakerjaan di sektor perindustrian, 

perdagangan, koperasi, usaha kecil dan 

menengah

- Disperindagkop UKM Prov. Kaltim

- BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Samarinda
KSAP 24/06/2026 3 Tahun

14

Optimalisasi pelaksanaan program jaminan 

sosial ketenagakerjaan di lingkungan Provinsi 

Kalimantan Timur

- Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kaltim

- BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Samarinda
KSAP 24/06/2026 3 Tahun

15
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu
KSAP 06/08/2026

5 Tahun

16
Pengembangan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura KSAP 06/08/2026

5 Tahun

17
Pembangunan dan Pengembangan Ketahanan 

Pangan
Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura KSAP 06/08/2026

5 Tahun

18
Pengembangan Sektor Peternakan dan 

Kesehatan Hewan
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan KSAP 06/08/2026

5 Tahun

19
Kerja Sama Pengembangan Kelautan dan 

Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan KSAP 06/08/2026

5 Tahun

20
Kerja Sama Pengembangan Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif
Dinas Pariwisata KSAP 06/08/2026

5 Tahun

21
KERJA SAMA URUSAN KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA SERTA URUSAN STATISTIK
Dinas Komunikasi dan Informatika KSAP 06/08/2026

5 Tahun

22
Kerja Sama Pengembangan Bidang 

Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah
KSAP 06/08/2026

5 Tahun

23

OPTIMALISASI  PERMINTAAN DAN 

PEMENUHAN (SUPPLY AND DEMAND) 

BAHAN BAKU KAYU UNTUK MENDUKUNG 

PENGELOLAAN HUTAN DAN INDUSTRI 

KAYU BERKELANJUTAN

Dinas Kehutanan KSAP 06/08/2026
5 Tahun

24
Keja Sama Pemberdayaan dan Pengembangan 

Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil 

dan Menengah
KSAP 06/08/2026

5 Tahun

25

Pelaksanaan Layanan Satu Pintu Penjaminan 

Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi 

Kalimantan Timur

- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kepala Dinas 

Kesehatan Prov. Kaltim)

- Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Direktur Lalu 

Lintas Polda Kaltim)

KSAP 16/09/2026 4 Tahun



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NO JUDUL KERJA SAMA PIHAK KERJA SAMA KSAP/BUSW TANGGAL NASKAH JANGKA WAKTU Ket.

1
Optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan menuju 

perlindungan secara menyeluruh di Provinsi Kalimantan Timur

-Pemprov Kaltim 

- BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan
KSAP 24/06/2026 5 Tahun

2 kerjasama pembangunan daerah
- Pemprov Kaltim

- Pemprov Jateng
KSAP 06/08/2026 5 Tahun

3
Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Data dan/atau Informasi 

Statistik Dalam Rangka Pembangunan Daerah

- Pemprov Kaltim

- Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur
KSAP 14/09/2026 5 Tahun

KESEPAKATAN BERSAMA TA 2026



PERJANJIAN KERJA SAMA 

ANTARA 

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR 

DENGAN 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

Nomor : PKS/31/VIII/HUK.8.1.1./2026 

Nomor : 500.12.10.1/467/Diskominfo-1/2026 

TENTANG 

IMPLEMENTASI CYBER RESILIENT COMMUNITY (CRCJ 

DALAM RANGKA PENCEGAHAN KEJAHATAN FINANSIAL SIBER BERBASIS 

KOMUNITAS 

Pada hani Selasa tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu 

Dua Puluh Enam, bertempat di Balikpapan, yang bertanda tangan dibawah ini: 

I. KOMISARIS BESAR POLISI ARMAN, S.I.K., M.Si., selaku DIREKTUR 

PEMBINAAN MASYARAKAT KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR, 

berdasarkan Surat Perintah Kapolda 

Sprin/1803/VI/HUK.8.1 1./2026 Tang&al 31 
Kaltim 

Juli 2026 

Nomor: 

tentang 

Penunjukan Dan Pendelegasian Wewenang dan Penandatanganan Kerja 

Sama, dalam hal ini bertindak untukdan atas nama KEPOLISIAN DAERAH 

KALIMANTAN TIMUR (POLDA KALTIM], berkedudukan di Jalan 

Syarifuddin Yoes No. 99 Balikpapan, selanjutnya dis&but PIHAK 

PERTAMA 

2 RIRIN 

ff f 



PERJANJIAN KERJA SAMA 

ANTARA 

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR 

DENGAN 

DISK OMINFO ­ 

DINAS KOMUNIKAS! DAN INFORMATIKA PEMERINTAH PROVINS 

KALIMANTAN TIMUR 

Nomor : PKS/31/VII/HUK.8.1.1./2026 

Nomor : 500.12.10.1/467/Diskominfo-1/2026 

TENTANG 

IMPLEMENTASI CYBER RESILIENT COMMUNITY (CRC) 

DALAM RANOKA PENCEOAHAN KEJAHATAN FINANSIAL SIBER BERBASIS 

KOMUNITAS 

Pada hari Selasa tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu 

Dua Puluh Enam, bertempat di Balikpapan, yang bertanda tangan dibawah ini: 
I. KOMISARIS BESAR POLISI ARMAN, S.I.K., M.Si., selaku DIREKTUR 

PEMBINAAN MASYARAKAT KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN 

TIMUR, berdasarkan Surat Perintah Kapolda Kaltim Nomor: 

Sprin/1803/VII/HUK.8.1.1./2026 Tanggal 31 Juli 2026 tentang 

Penunjukan Dan Pendelegasian Wewenang dan Penandatanganan 
Kerja Sama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 
KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR (POLDA KALTIM), 

berkedudukan di Jalan Syarifuddin Yoes No. 99 Balikpapan, 
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 

2. RIRIN ..... 
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2. RIRIN SARI DEWI, S.IP., M.Si. selaku KEPALA DINAS KOMUNIKAS 

DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA PEMPROV KALTIM, berkedudukan di Jalan Gajah 

Mada, Samarinda, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan 
Digital Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
Nomor: 04/M.KOMDIG/HK.04.02/04/2026 dan Nomor: NK/9/IV/2026 

tanggal 13 April 2026 tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi di Bidang 
Komunikasi dan Informasi dengan Kepolisian, PIHAK PERTAMA dan PIHAK 
KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dis&but PARA PIHAK terlebih dahulu 
menerangkan hal-hal sebagai benikut: 

a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan alat negara yang berperan dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum 

serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri di 
wilayah Provinsi Kalimantan Timur; 

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perangkat Pemerintah Daerah tingkat 

Provinsi atau kabupaten/kota yang bertugas melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. 
Instansi ini bertanggung Jawab mengelola teknolog informasi, pelayanan 
publik berbasis digital (e government, statistik daerah, dan keamanan 
informasi; 

c. bahwa perkembangan transformasi digital diikuti dengan meningkatnya 
ancaman kejahatan finansial siber di tengah masyarakat, sehingga 
diperlukan penguatan ketahanan masyarakat berbasis komunitas melalui 
program Cyber Resilient Community (CRC) yang dilaksanakan secara 
kolaboratif dan lintas sektoral; dan 

d. bahwa ..... 

+ 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a, 

huruf b, huruf c dan huruf d, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan 
Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Cyber Resilient Community 
(CRC) dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Finansial Siber Berbasis 

Komunitas. 

Dengan memperhatikan peraturan perundang - undangan dan ketentuan 
lainnya sebagai berikut: 

I. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 2026 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 7181); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905); 
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6820]; 

5. Peraturan .... 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4910); 

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Strategi Keamanan 

Siber dan Ketahanan Siber Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 129); dan 

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971). 

Berdasarkan hal - hal diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja 
sama dalam rangka Rangka Implementasi Cber Resilient Community (CRCJ 

dalam rangka Pencegahan Kejahatan Finansial Siber Berbasis Komunitas, 
melalui Perjanjian Kerja Sama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai 
berikut: 

BAB I 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 1 

(I) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman 
bagi PARA PIHAK dalam mendukung implementasi program Cyber Resilient 

Community (CRC) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. 
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk: 

a. memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman kejahatan 
finansial siber melalui pendekatan kolaboratif berbasis komunitas; 

b. mendukung penyebarluasan informasi, literasi digital dan kampanye 
edukasi publik terkait pencegahan kejahatan finansial siber; 

c. mengoptimalkan peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan 
Ketertiban Masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 
Kalimantan Timur dan Komunitas Siber sebagai agen edukasi dan 
deteksi dini di tingkat desa/kelurahan, dan 

d. mendukung ..... 
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d. mendukung kelancaran, ketertiban dan efektivitas pelaksanaan tugas 
PARA PIHAK dalam penguatan ketahanan digital masyarakat. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: 

a. koordinasi dan pertukaran informasi; 
b. pemanfaatan media dan sarana komunikasi publik; 
c. dukungan pcnyusunan dan penyebarluasan materi; dan 
d. hak dan Kewajiban. 

BAB III 
PELAKSANAAN 

Bagian Kesatu 
Koordinasi dan Pertukaran Informasi 

Pasal 3 

(I) Koordinasi dan pertukaran informasi dalam rangka kolaborasi lintas 
sektoral terkait sistem pelaporan masyarakat yang menjadi korban 
kejahatan finansial siber. 

(2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, 
dikoordinasikan oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini 

(3) Setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka Perjanjian Kerja Sama ini 
dikoordinasikan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK. 

Bagian •... 

/4 
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Bagian Kedua 

Pemanfaatan Media dan Sarana Komunikasi Publik 

Pasal 4 

Pemanfaatan media dan sarana komunikasi publik milik PIHAK KEDUA, 

termasuk media sosial, media siber, media luar ruang dan kanal komunikasi 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, untuk mendukung kampanye literasi 
digital dan pencegahan kejahatan finansial siber. 

Bagian Ketiga 
Dukungan Penyusunan dan Penyebarluasan Materi 

Pasal 5 

PARA PIHAK akan memberikan dukungan didalam penyusunan dan 

penyebarluasan materi edukasi, modul serta sistem informasi yang akan 

diberikan kepada masyarakat yang berkaitan dengan kejahatan finansial siber. 

Bagian Keempat 
Hak dan Kewajiban 

Paragraf I 

Hak PARA PIHAK 

Pasal 6 

(I) PIHAK PERTAMA berhak memperoleh dukungan media, sarana 
komunikasi publik, dan data/informasi dari PIHAK KEDUA sesuai ruang 
lingkup kerja sama 

(2) PIHAK KEDUA ..... 

//+ 
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(2) PIHAK KEDUA berhak memperoleh dukungan media, sarana komunikasi 

publik, dan data/informasi dani PIHAK KEDUA sesuai ruang lingkup kerja 
sama. 

Paragraf 2 

Kewajiban PARA PIHAK 

Pasal 7 

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban: 
a. menyediakan narasumber, Bhayangkara Pembina Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat dan/atau personel Direktorat Pembinaan 
Masyarakat Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dalam kegiatan 
edukasi dan sosialisasi yang diselenggarakan bersama; dan 

b. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari PIHAK 
KEDUA ssuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban: 
a. menyediakan narasumber dan/atau personel dari Dinas Komunikasi 

dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan edukasi 
dan sosialisasi yang disclenggarakan bersama; dan 

b. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari PIHAK 
PERTAMA sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB IV 

SOSIALISASI 

Pasal 8 

Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada 
jajaran PARA PIHAK, guna diketahui dan dilaksanakan. 

BAB V..... 

+ 
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BAB V 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 9 

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan 
Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang­ 
kurangnya satu kali dalam setahun. 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasa 10 

Segala biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada 

anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN 

Bagian Kesatu 
Perubahan (Adendum) 

Pasal l 

(I) Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Perjanjian Kerja 

Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam perubahan yang 

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Perianjian Kerja Sama ini. 

; 
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(2) Perubahan (Adendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hanya dapat 
dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK. 

Bagian Kedua 

Perbedaan Penafsiran 

Pasal 12 

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan 
Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara 
musyawarah untuk mufakat. 

Bagian Ketiga 
Masa Berlaku 

Pasal 13 

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 
ditandatangani oleh PARA PIHAK. 

(2) Masa berlaku scbagaimana dimaksud pada ayat (I) Perjanjian Kerja Sama 

ini, dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK dan harus memberitahukan 
terlebih dahulu minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhimnya Perjanjian 

Kerja Sama ini. 

(3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya, apabila PARA 
PIHAK tidak ada yang mengajukan perpanjangan 

Bagian Keempat ..... 

A: 



Bagian Keempat 
Keadaan Kahar/ Force Majeure 

Pasal 14 

(l) PARA PIHAK sepakat apabila terjadi keadaan kahar (force majeuure] 

schingga berakibat tidak bisa dilaksanakannya ketentuan-ketentuan 
dalam Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk 

memberikan kelonggaran/kesempatan kepada masing-masing PARA 
PIHAK menyelesaikan kewajibannya yang tertunda. 

(2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majere] sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) pasal ini adalah bencana alam, kebakaran, 

perang, pengeboman dan keadaan lain yang sejenis. 

BAB VIII 
PENUT'UP 

Pasal 15 

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, 
tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, 
dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai 
kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK. 

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang 
baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK. 

SIK. M.Si 
POLISI NRP 80110834 

KEDUA, 

DEWI, S.IP, M.SI 
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